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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ³5HIRUPXODVL�$VDV�

Legalitas: Pembaruan Hukum Pidana Berbasis Keadilan dan Kearifan 

/RNDO´ ini dapat diselesaikan dan diterbitkan. Buku ini lahir dari 

keprihatinan mendalam terhadap rigiditas asas legalitas dalam hukum 

pidana Indonesia yang masih berlandaskan sistem hukum kolonial, 

sehingga sering kali tidak mampu menjawab perkembangan hukum dan 

tuntutan keadilan masyarakat. 

 

Dalam buku ini, kami mencoba mengkaji ulang asas legalitas secara 

kritis dengan menelaah sejarahnya, perkembangannya, serta 

penerapannya dalam berbagai sistem hukum di dunia. Kami juga 

membahas bagaimana hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), 

termasuk hukum adat, dapat berperan dalam membangun sistem hukum 

pidana yang lebih berkeadilan. Reformulasi asas legalitas bukan sekadar 

perubahan normatif, tetapi juga langkah strategis untuk mewujudkan 

hukum yang lebih adaptif, responsif, dan berlandaskan nilai-nilai lokal 

yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial bangsa Indonesia. 

 

Penulisan buku ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. 

Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan buku ini, baik dalam bentuk dukungan akademik, referensi, 

maupun motivasi moral. Kami juga mengapresiasi para akademisi, 

praktisi hukum, mahasiswa, dan pembaca umum yang turut memberikan 

masukan dan kritik konstruktif selama proses penyusunan buku ini. 

 

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat 

bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta semua pihak 

yang peduli terhadap pembaruan hukum pidana di Indonesia. Semoga 

buku ini dapat membuka wawasan baru dan menjadi bagian dari upaya 

membangun sistem hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. 

 

 

 

PRAKATA 
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Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang 

membangun demi perbaikan di edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan turut 

berkontribusi dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. 

 

Selamat membaca! 

 

 

Penulis 
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³5HIRUPXODVL Asas Legalitas: Pembaruan Hukum Pidana Berbasis 

.HDGLODQ� GDQ� .HDULIDQ� /RNDO´ hadir sebagai jawaban atas tantangan 

hukum pidana di Indonesia yang masih berlandaskan asas legalitas 

klasik. Asas ini, meskipun memberikan kepastian hukum, sering kali 

justru menyebabkan kekakuan dalam praktik penegakan hukum, 

terutama dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang. 

Buku ini mengupas secara mendalam tentang bagaimana asas 

legalitas dalam hukum pidana perlu direformulasi agar lebih responsif 

terhadap perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang hidup di 

dalamnya. Dengan pendekatan historis, normatif, dan komparatif, 

pembaca diajak memahami akar permasalahan sistem hukum pidana 

Indonesia yang masih banyak dipengaruhi oleh warisan kolonial. 

Melalui pembahasan yang sistematis, buku ini menjelaskan 

bagaimana hukum pidana seharusnya tidak hanya bersandar pada 

hukum tertulis, tetapi juga mengakomodasi hukum yang hidup dalam 

masyarakat (living law), termasuk hukum adat dan prinsip-prinsip 

keadilan sosial. Perbandingan dengan berbagai sistem hukum 

internasional juga disajikan untuk memberikan perspektif yang lebih luas 

tentang bagaimana negara-negara lain mengadaptasi asas legalitas 

dalam sistem hukumnya. 

Ditulis dengan bahasa yang akademis tetapi tetap mudah dipahami, 

buku ini sangat relevan bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi 

hukum, dan siapa saja yang tertarik pada isu reformasi hukum pidana. 

Dengan berbagai argumen yang kuat dan berbasis penelitian, buku ini 

menawarkan gagasan segar mengenai bagaimana reformulasi asas 

legalitas dapat menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan 

berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

Buku ini bukan sekadar bacaan akademik, tetapi juga menjadi 

referensi penting dalam membangun hukum pidana yang lebih progresif 

dan humanis bagi masa depan Indonesia. 

 

  

SINOPSIS 
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BAB 1 

PERSOALAN ASAS LEGALITAS 

DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM PIDANA 

 
 

Reformulasi asas legalitas dapat diartikan sebagai reformasi asas 

legalitas. Reformasi sering diartikan secara singkat sebagai 

pembaharuan. Namum apabila direnungi maknanya lebih dalam, 

reformasi bukan sekedar melakukan pembaharuan/perubahan tetapi 

PHQJDQGXQJ�PDNQD�³SHQLQJNDWDQ�NXDOLWDV�\DQJ�OHELK�EDLN´�1 

Peningkatan kualitas yang lebih dalam konteks penegakan hukum 

pidana harus didahului dengan pembaharuan terhadap sistem hukum 

secara keseluruhan baik itu pembaharuan substansi, pembaharuan 

struktur dan pembaharuan budaya. Dalam penulisan ini penulis lebih 

menekankan pada pembaharuan substansi hukum lebih khusus 

pembaharuan terhadap substansi hukum materiel.  

0HQXUXW�%DUGD�1DZDZL�$ULHI��³.HPHUGHNDDQ�EDQJVD�,QGRQHVLD�\DQJ�

diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak dapat dilepaskan 

dari pembaharuan hukum. Di dalam pernyataan kemerdekaan bangsa 

Indonesia itu sekaligus juga terkandung di dalamnya pernyataan untuk 

merdeka dan bebas dari ikatan belenggu penjajahan hukum kolonial. 

Ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar  Negara Republik 

Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) bahwa pernyataan kemerdekaan 

bangsa Indonesia di samping merupakan Rahmat Allah Yang Maha 

Kuasa juga didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk 

berkehidupan kebangsaan yang bebas itu dengan membentuk 

pemerintah negara yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar. 

Dengan demikian cita-cita atau keinginan luhur untuk kehidupan 

kebangsaan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar NRI 

1945 itu, bukan sekedar cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas 

WHWDSL�³EHUNHKLGXSDQ�\DQJ�EHEDV�GDODP�NHWHUDWXUDQ´�DWDX�³EHUNHKLGXSDQ�

\DQJ� EHEDV� GDODP� VXDVDQD� WHUWLE� KXNXP´�� ,QL� EHUDUWL� SURNODPDVL�

kemerdekaan seperti terungkap dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar NRI 1945 mengamanatkan juga usaha pembaharuan hukum di 

Indonesia. Usaha untuk memperbaharui kehidupan kebangsaan dalam 

suasana tertib hukum itu dimulai dengan disusunnya Undang-Undang 

 
1   Barda Nawawi Arief, Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di 

Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009 hlm. 8 
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BAB 2 

SEJARAH HUKUM PIDANA 

 
 

A. Memahami Sejarah Hukum 

Sebelum membahas lebih dalam dan lebih khusus tentang sejarah 

hukum pidana dan perkembangannya, akan lebih baik kalau penulis 

mengurai terlebih dahulu tentang sejarah hukum secara umum.  Menurut 

Munir Fuady28 �� VHMDUDK� KXNXP� DGDODK�� ³VXDWX� PHWRGH� GDQ� LOPX� \DQJ�

merupakan cabang dari ilmu sejarah (karenanya bukan cabang dari ilmu 

hukum), yang mempelajari, menganalisis, memverifikasi, 

menginterpretasi, menyusun dalil dan kecenderungan dan menarik 

kesimpulan tertentu tentang setiap fakta, konsep kaidah dan aturan yang 

berkenaan dengan hukum yang pernah berlaku, baik secara kronologis 

dan sistematis, berikut sebab akibat serta ketersentuhannya dengan 

ELGDQJ�ODLQ�GDUL�KXNXP´� 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sejarah hukum adalah 

segala peristiwa, kejadian ataupun perjalanan hukum yang terjadi pada 

masa lalu yang disusun secara ilmiah dan lengkap meliputi urutan fakta 

masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian 

dan kefahaman tentang apa yang berlaku.29 

Sejarah hukum juga mempelajari proses terjadinya dan pelaksanaan 

sejarah di masa lalu serta perkembangannya dan keterkaitannya dengan 

apa yang terjadi di masa kini, baik seperti yang terjadi di literatur, naskah 

bahkan tuturan lisan, terutama penekanannya pada karakteristik 

keunikan fakta dan norma tersebut sehingga dapat menemukan gejala, 

dalil dan perkembangan hukum di masa lalu yang dapat memberikan 

wawasan luas bagi orang yang mempelajarinya, dalam mengartikan dan 

memahami hukum yang berlaku saat ini.30 

Terlepas dari problem apakah sejarah hukum itu sebagai metode 

maupun sebagai ilmu yang terpenting adalah fungsi dan kegunaannya. 

Ada beberapa fungsi dan kegunaan sejarah hukum adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mempertajam pemahaman dan penghayatan tentang hukum 

yang berlaku sekarang. Kita dapat mengetahui dan menghayati 

bahwa hukum yang berlaku sekarang sudah cukup baik jika 

 
28  Munir Fuady, Sejarah Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 1 
29 Ibid, hlm. 1  
30  Ibid, hlm. 1  
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BAB 3 

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA 

DALAM REFORMULASI ASAS LEGALITAS 

 
 

A. Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Bagian Dari Kebijakan 

Kriminal 

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal 

atau politik kriminal.  Sudarto, mengartikan pengertian kebijakan atau 

politik kriminal menjadi 3 yaitu : 

a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi 

dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; 

b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak 

hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; 

dan 

c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jopsen), ialah 

keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan 

dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-

norma sentral dari masyarakat.53 

 

Selanjutnya Sudarto mengemukakan definisi singkat, bahwa politik 

NULPLQDO�PHUXSDNDQ� ³VXDWX� XVDKD� \DQJ� UDVLRQDO� GDUL�PDV\DUDNDW� GDODP�

PHQDQJJXODQJL� NHMDKDWDQ´�54 Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel 

\DQJ� PHUXPXVNDQ� VHEDJDL� � ³the rational organization of the control of 

crime by society´�� VHGDQJNDQ� *�� 3HWHU� +RHIQDJHOV� PHQJHPXNDNDQ�

EDKZD�³Criminal policy is the rational organitation of the social reaction to 

crime´�� /HELK� ODQMXW� *�� 3HWHU� +RHIQDJHOV� PHQGHILQLVLNDQQ\D� VHEDJDL�

berikut : 

a. Criminal policy is the science of responses; 

b. Criminal policy is the science of crime prevention; 

c. Criminal policy is policy of designating human behavior as crime; 

d. Criminal policy is a rational total of the responses to crime.55 

 

 

 
53  Ibid, hlm. 1 
54 Ibid, hlm. 1 
55Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit,. hal, 1-2 
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BAB 4 

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA 

DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL 

 
 

A. Arah Pembangunan Hukum Nasional  

Pembangunan hukum nasional terus-menerus dilakukan dari waktu 

ke waktu tiada henti untuk menciptakan suatu sistem/ tatanan hukum 

(hukum pidana) yang pancasilais dan sesuai dengan roh/ jiwa bangsa 

Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa hukum pidana yang berlaku saat 

ini (KUHP) berbaju merah putih tetapi berbadan atau berjiwa kolonialisme. 

Dengan demikian pembangunan hukum (pidana) nasional menjadi 

sebuah kewajiban untuk mengubah secara total hukum pidana nasional 

agar sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan UUD NRI 1945. 

Hidjazie Kertawidjaja 81  mengatakan bahwa pembangunan hukum 

nasional harus berlandaskan pada dan tidak boleh bertentangan dengan 

dasar filsafat negara kita Pancasila serta Undang Undang Dasarnya. 

Lebih lanjut Hidjazie Kertawidjaja, 82  mengatakan bahwa hukum 

nasional ialah suatu bentuk hukum yang berlaku di negara kita yang 

memiliki ciri dan syarat antara lain: 

1. Memiliki kepribadian sendiri, yang sesuai dengan kepribadian bangsa 

Indonesia. 

2. Mengutamakan kesatuan dan persatuan hukum. 

3. Isinya atau jiwanya harus sesuai dan seirama dengan kesadaran 

serta hajat kehidupan hukum bangsa Indonesia. 

 

Ada pun arah pembangunan hukum yang akan dilakukan83 adalah: 

1. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem 

hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

yang mencakup bangunan materi hukum, struktur hukum termasuk 

aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan 

masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang 

tinggi dalam rangka mewujudkan Negara hukum; serta penciptaan 

 
81  Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, 

Bandung: Alumni, 1978, hal, 31 
82 Ibid, hal, 31 
83 Erdianto Effendi, Op. Cit, hlm. 211-213 
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BAB 5 

FORMULASI ASAS LEGALITAS  

DALAM SISTEM HUKUM PIDANA  

INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI 

 
 

A. Rumusan Asas Legalitas Dalam KUHP Indonesia 

Rumusan asas legalitas dalam KUHP dapat ditemukan dalam Pasal 

�� D\DW� �� .8+3� \DQJ� EHUEXQ\L� ³7LDGD� VXDWX� SHUEXDWDQ� GDSDW� GLSLGDQD�

kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana 

\DQJ� WHODK� DGD´�� $VDV� OHJDOLWDV� GDODP�NHWHQWXDQ�3DVDO� �� D\DW� ��.8+3�

tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit tetapi secara implisit asas 

legalitas dapat ditemukan di dalamnya. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 

KUHP tersebut menetapkan hukum tertulis sebagai satu-satunya dasar 

untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan. 

Menurut Oemar Seno Adji : 

Asas legalitas sebagai salah satu ciri khas Negara Hukum yang telah 

menjadi hukum positif dengan penerimaannya dalam Pelita ke II, 

sungguh merupakan suatu palladium dari kepastian hukum, ia tidak 

mempunyai sifat retroaktif dan mempunyai kekuatan untuk waktu 

sesudah perbuatan itu dilakukan, mempunyai kekuatan temporal, 

memperkenankan adanya interpretasi extensif dan melarang analogi 

LWX�� GLUXPXVNDQ� ROHK� ,OPX� +XNXP� VHEDJDL� �� ³Nullun delictum, nulla 

poena sine previa legale poenali´�116 

 

Lebih lanjut Seno Adji menguraikan bahwa : 

³DVDV� OHJDOLWDV� PHUXSDNDQ� VXDWX� DVDV� \DQJ� KDQ\D� GDODP� NHDGDDQ�

tertentu dapat dikesampingkan, suatu situasi eksepsional, suatu 

³noodrecht´� VHVXQJJXKQ\D� \DQJ� DNKLUQ\D� WLGDN� PHPSHUODNXNDQ�

ketentuan yang sekarang dituangkan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. 

Pernah dalam sejarah Hukum di Indonesia dahulu diterapkan Stb. 

1945-����VHULQJ�GLQDPDNDQ� ³Brisbane-ordonnantie´� GDQ�PHUXSDNDQ�

peraturan pendant dari Besluit Buitengwoon Strafrecht (22 Desember 

1943), yang terhadap delik-delik serius terhadap keamanan Negara 

dikesampingkan dan mempunyai kekuatan berlaku surut terhadap 

perbuatan yang dipandang mempunyai kualifikasi nasional. Adalah 

 
116 Oemar Seno Adji, Hukum Pidana Pengembangan,  Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985, 

hlm. 23 

SHQHUELWZLGLQD#JPDLO�FRP

SHQHUELWZLGLQD#JPDLO�FRP



 

 

BAB 6 

REFORMULASI ASAS LEGALITAS  

DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA 

PADA MASA YANG AKAN DATANG 

 
 

A. Pembaharuan Asas Legalitas Sebagai Sumber Hukum 

Asas legalitas telah diatur secara berbeda dibandingkan Wetboek 

van Straftrecht (WvS). Asas legalitas pada dasarnya menghendaki: (i) 

peraturan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-

undangan, (ii) peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang 

dilarang itu dilakukan. Tetapi, adagium nullum delictum, nulla poena sine 

praevia lege poenali telah mengalami pergeseran, seperti dapat dilihat 

dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Rancangan KUHP berikut ini: 

Pasal 1 RKUHP148 berbunyi : 

1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, 

kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak 

pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada 

saat perbuatan itu dilakukan. 

2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan 

analogi. 

 

Pasal 2 RKUHP berbunyi :  

1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak 

mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat 

yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun 

perbuatan tersebut tidakdiatur dalam peraturan perundang 

undangan. 

2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila dan/ atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui 

oleh masyarakat bangsa-bangsa.149 

 

 
148 Sekarang sudah menjadi UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sehingga kalimat/kata 

RKUHP/Konsep RKUHP terbaca UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 
149 http://wwwesprat.blogspot.com/2009/02/asas-legalitas.html, diunduh pada tanggal 

29 September 2011 
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